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A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan N0.0543 b/U/1987

Tertanggal 12&danuari 1988

No.

N

w

SN

6

7

8

9

10 B}

11 J zai z -
12 o sa’ S -
13 > syin sy -




14 P sad $ es dengan titik di bawah
15 4 dad d de dengan titik di bawah
16 b ta’ t te dengan titik di bawah
17 b za’ z zet dengan titik di bawah
18 ¢ " koma terbalik di atas
19| ¢

20 )

21 Jd

22 Kl

23| J

-

B. Konsonan Rang ah, ditulis lengkap

4 A~ ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah
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1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: kil 385 : Zakat al-Fitri atau Zakéh al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: ScUa Talhah

Jika Ta’ Marbutah ang “al” dan bacaan kedua

itransliterasikan dengan

lis h, kecuali untuk

b yang sudah

ahasa Indonesia

lis Jama ‘ah

rena berangkai den ditulis t

D. Vokal

Vokal b asa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

vii



No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 —— _/ _ Fathah a a
2 o Kasrah 1 1
3 0 Dammah u u

Contoh:
<5 — Katab

ftong
Bahasa Arab ya gnya berupa

a2 harakat dan huruf

Contoh:
S : Kaifa

E. Vocal Panjang (Maddah)

viii



Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda .
No Vokal Nama Latin Nama
1 | Fathah dan alif a a bergaris atas
2 o) a bergaris atas
3 e I bergaris atas
4 bergaris atas

nsan
ek yang Beruru Satu Kata

Apostrof

dengan huruf kecil,

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah

yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah)

maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...



Al-Bukharly dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

oA WN

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

ol : ditulis al-Qur’an

. Bila diikuti huruf S huruf I diganti dengan huruf

diikuti ole i huruf

sya
Contoh:

of,a) :al-Qur’an
i : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital



Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

Jis oy

a berlaku bila
dengan kata
lain seh i , maka huruf
kapital i an.

Contoh

Al

: Lillahi al-Amr Jami ‘a

) atau

apostrofjika b a. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan
harakatnya saja.

Contoh:

ol pale sl : Ihya’ ‘Uliim al-Din
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. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,
karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kataetersebut dirangkaikan juga dengan

kata lain yang mengikuti

Contoh :

oSl : hair al-Razigin
M. Kata D
1.
2. Di m rangkaian
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ABSTRAK

Hasim Mustofa, 2024. Perbandingan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia dan Turkiye.
Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Negara Indonesia dan TU
menganut sistem demokrasi
yang berwenang menyel
politik diatur dalam pe
Mahkamah Konstit iliki uk menyelesaikan
perselisihan partai
24C ayat (1).
pada tahun 1
politik sesuai
Cumbhuriyeti
Konstitusi T
dalam 46 tah
untuk mempe
hukum, teori
negara huku
perundang-un
menunjukkan

merupakan dua negara yang
aga Mahkamah Konstitusi
n partai politik. Partai

ra itu, di Turki,"Mahkamah tusi didirikan
n memiliki wewenang untuk m arkan partai
an ‘undang-undang dasar tahun 1
yasasi 1982 dalam pasal 148-
telah mengadili 47 kasus penutu
enelitian ini menggunakan metode
i hukum sebagai norma, asas huku
um, dan kepustakaan lainnya. Me
kewenangan hukum serta menggun
an, konseptual, dan perbandingan.
hwa  terdapat = persamaan dala
itusi.di Indonesia dan Turki

Mahkamah
artai politik
is normatif
ran, doktrin
nakan teori
pendekatan
il penelitian

parta
partai

Kata Kunci: Indo stitusi, Partai

Politik, Turkey.
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ABSTRACT

Hasim Mustofa, 2024. Comparison of the Authority of the
Constitutional Court in the Dissolution of Political Parties in Indonesia
and Turkiye. Thesis Faculty of Sharia State Law Study Program. State
Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

Indonesia and Turkiye are t tries that adhere to democratic
systems with the Constitutio ing the authority to resolve
disputes involving politica iod before the reform era
in Indonesia, there w. e party, namely the
MasyumiedanePSI P. through President
Soekarna Decree Constitutional
Court has the as regulated
in the 1945 anwhile, in
Tarkiye, the and has the
authority to h the 1961
constitution es 148-153.
Turkey's Con litical party

a historical m
29 of 1961. In Indon
y to resolve political party
ution, Article 24C paragraph
itutional Court was established in
Ive political parties in accordanc
he 1982 Turkish constitution In
ional Court has heard 47 cases

closures in 4 s. This research uses normative jur | methods to
study law as , legal principles, rules, legal doctr egal theory,
and other lite e. By using the theory of the rule of | nd authority

ry, conceptual and comparative aches. The
ow that there are similarities in th hority of the
in_Indonesia and Turkey i i i

and using st
research resu
c o

party is

Keywords: Indonesi
Turkey.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah ne ebagaimana tertuang dalam

prinsip (equality i i orang  harus

orang berh keadilan, perlindungan, jamin

sebagai pers n hak di mata hukum.!
uga termasuk negara demokrasi sehi partai politik
ang sangat penting dan menjadi utama. Agar

idukungnya kuat, sebuah partai pol arus kuat dan

kokoh. Ole ena itu, harus ada sistem ! hukum

yang tidak mampu mengatur kehidupannya seperti halnya peserta

pemilu. Melihat realita yang ada di Indonesia, tentunya ada banyak

L“Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945." Sekretariat Jenderal Mpr Ri. 2002”

2 Muhammad Sukroni, “Gagasan Perluasaan Legal Standing Dalam Permohonan
Pembubaran Partai Politik Di Indonesi”. ( Jom Fakultas Hukum Volume Ii Nomor 1
Februari 2015), H. 2



alasan mengapa para partai tidak mampu mengatur kehidupannya
sebagai partai politik Indonesia yang diakui yaitu :3 (1).Membubarkan
diri, (2). Menggabungkan diri dengan partai poltik lain, (3). Dibubarkan.

Pada masa sebelum era ref si di Indonesia, terdapat peristiwa

penting dalam dunia politi tkan pembubaran dua partai
|. Kebijakan ini diambil
oleh presiden saat i presiden nomor 29
tahun 1961.

kontroversi

arankedua partai.ini ulkan berbagai

lemik di kalangan masyarakat d itisi. Peristiwa

ah 'satu tonggak sejarah politik onesia Yyang

pak signifikan terhadap perkemb n politik dan

demokrasi sa mendatang. Era reformasi yang udian terjadi

membawa ahan besar dalam sistem politi donesia, dan
pembubaran ai-partai tersebut menjadi bagian d tatan sejarah
politik yang ta

irinya Mahkamah

Negara Republik |
konstitusional yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan mekanisme hukum yang

3“Http://Www.Kompasiana.Com/Pembubaran-Partaipolitik-Sebelum-Adanya-
Mahkamah-Konstitusi

* Widayati. “ Pembubaran Partain Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia.” (Jurnal Hukum, Semarang, Vol Xxvi, No. 2 2011), Hlm. 633



penting untuk memastikan bahwa setiap pembubaran partai politik
dibahas dengan cermat dan adil, sehingga memungkinkan ruang untuk
peninjauan hukum yang obyektif terhadap keputusan pemerintah atau

otoritas yang berwenang. njadi langkah penting dalam

menjaga prinsip-prinsip i dilan dalam sistem politik

Indonesia.’

partai politik sesual dengan a Hal ini diatur

oleh Pasal I mempunyai
kewenangan uk menyelidiki dan menyelesai onflik antar
lembaga p ntah yang kewenangannya diatur h Konstitusi,
menurut pas i. Dengan kata lain, Mahkamah Ko si melindungi

emastikan bahwa pembubaran partaFpelitik dilakukan

sesuai deng etentuan hukum dan prinsip-prinsi nstitusi yang

negaskan peran penti

politik.°Sebagai in

tugas utama Mahka I stikan bahwa undang-

undang atau konstitusi dasar negara ditegakkan dan dipatuhi. Tanggung

5 Aziz, H. M. "Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah
Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia. (Jurnal Legislasi Indonesia:
2018) 13-62.

6 Tkhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H., “Mahkamah Konstitusi Memahami
Keberadaannya Dalam System Ketatanegaraan Republic Indonesia.” (Jakarta: Pt Rineka
Cipta,2006), HIm.19



jawab utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi
dengan memantau dan memverifikasi bahwa kegiatan pemerintah
sejalan dengan konstitusiserta lembaga-lembaga negara lainnya sesuai

konstitusi.’

dengan ketentuan yang tercan

Kewenangan Mahk erkait dengan pembubaran

yang demok ersatu bersistem ‘republic p sial sejak era

Tayyip Erdogan.8Turkiye adala ara republik
dengan sis pemerintahan parlementer. Mah h Konstitusi
Turkiye, ya kenal sebagai Mahkamah Konstitus

asasl), didirikan pada tahun 1961

kiye (Turkiye
cumhuriyeti diatur dalam
pasal 148-1

konstitusi

onstitusi Turkiye. Kewenangan Ma ah konstitusi

iye. yaitu memeriksa konstitus itas  hukum,

ionalitas  tindakan p

perselisihan pemili

Undang-unda r ulang oleh konstitusi

turki tahun 1982. menyatakan bahwa partai politik merupakan unsur

" Firman Freaddy Busroh. “Memahami Hukum Konstitusi Indonesia”. (Depok:
Pt Raja Grafindo Persada,2018), Halaman 137.

8 Hitps://P2k.Stekom.Ac.ld/Ensiklopedia/Turki

% Mikhael, Lefri. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.” (Crepido ; 2022) 148-160



yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan politik yang demokratis,
disatu sisi, dan sisi lainnya, partai politik dapat dilarang agar demokrasi
tetap berjalan. Dalam pasal 69 Mahkamah Konstitusi Tlrkiye dapat

membubarkan partai politik jika dinyatakan terlibat dalam aktivitas anti-

konstitusional ataupun ber ntuk menggulingkan sistem

demokrasi. Diatur lebihg 101-107 undang-undang

partai politik Tarki oleh Erdogan Tezic,

Masalah yang s nsitive untuk memba istensi pada kedua

prinsip dala itusisini, yang pada pandanga a tampaknya

tidak sesuai an satu sama lain.1°

Mahk Konstitusi Turkiye telah me li 47 kasus
penutupan i politik dalam 45 tahun. Terda partai yang
dibubarkan 1961 dan 41 kasus yang diajukan s h tahun 1982,
dan 40 per an telah diselesaikan dalam peninj aplikasi yang

sedang berl ng. Pers menunjukan ketertarikan b rhadap kasus

ile 11
Perlindungan

negara,

partainya, berarti guasa memutuskan

untuk membubarkan partai seperti dulu sehingga Mahkamah Konstitusi
dibentuk untuk memastikan bahwa hanya prosedur hukum yang boleh

digunakan untuk membubarkan partai politik.

10 Erdogan Tezic, “100 Soruda Siyasi Partiler (Partilerin Hukuki Rejimi Ve
Turkiye’'de Partiler)”, (Istanbul : GercekYayinevi, 1976, )S. 131.

1 Hitps://Www.Anayasa.Gov.Tr/Tr/Mahkeme/Tarihi/5/



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kewenangan mahkamah konstitusi dalam
pembubaran partai politik di Indonesia dan Tiirkiye?

2. Bagaimana perbandingan akibat hukum dari pembubaran partai
politik di Indonesia dan Tiirkiye?

C. Tujuan Masalah

ah konstitusi di Indonesia

Indonesia

D. Kegunaan /
1. Teoritik
rapkan dapat

terkait dengan bag pembubaran

t hukum dibubarka litik yang ada

sil riset berikut paya

penelitian yaitu

a. Mahkamah

1 harapkan dapat
berkontribusi dalam pemikiran untuk mendalami konsep-konsep
mengenai hukum ketatanegaraan Republik Indonesia dan

Tirkiye.



b. Partai Politik, penelitian di harapkan diharapkan untuk menambah
wawasan terkait dengan bagaiamana tingkah laku partai politik
agar tidak terjadi pembubaran dan memberikan pengetahuan

terkait prosedur dalam hukum acara pembubaran partai politik.

I yang mendasari penelitian terseb
1. Teori Ca Kekuasaan

olitika menurut Montesquieu ad konsep yang

ahwa kekuasaan negara harus di menjadi tiga

n kekuasaan.

erbeda agar tidak terjadi penyalah
mengatakan bahwa cabang kekuasa

dalam teori trias
independent, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam
melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri atau
diintervensi oleh Lembaga atau kekuasaan lain. Misi utama Lembaga

12 Asshiddigie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta.
2005.



yudikatif adalah menjaga dan memelihara tegaknya supremasi
hukum. Lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan

kepercayaan terakhir bagi rga negara untuk memperoleh

keadilan.®

Kekuasaan yudi I a peradilan yang menjadi

dari ekse an bertindak sebagai hakim yang tuskan sesuai

nya. la tidak dapat dipengaruhi ol sekutif dalam
keputusan-keputusannya.
a Hukum
Negara Hukum menurut T International

itu ditambah

f Jurist, Prinsip-prinsip negara hu

lagi den prinsip. peradilan yang bebas" da ak memihak

13 Zahro, Adinda Thalia; SINAGA, Aditia; FIRDAUSI, Muhammad Rafli.
Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2023,
3.2: 2009-2025

14 0. Notohamidjojo “Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan
Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia” (Jakarta:Badan Penerbit
Kristen, 1970), 24.



a. Negara harus tunduk pada hukum, hukum memiliki kedaulatan
yang paling tinggi maka negara harus patuh dan tunduk terhadap
hukum.

b. Pemerintah menghormati hak-hak individu, pemerintah dalam

menyelenggarakan pemeri nnya harus menghormati hak-hak

individu warga negar

indungi konstitusi suatu negara. ui penetapan

erundang-undangan yang berkaitan an penegakan

gara dalam pembubaran partai polit

3. Teori Per ingan Hukum

ingan = epistemologis  pada ya  Secara

pengetahuan emvalidasi ilmu
tersebut. Demiki n untuk mempelajari
apa yang akan diperbandingkan dan apa yang membuat sesuatu objek
itu dapat diperbandingkan (comparable). Dari dua hal inilah

perbincangan berkembang ke arah yang lebih rumit tentang ilmu

15 Dani Muhtada Dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang:
Bpfh Unnes, 2018), 89.
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perbandingan tersebut. Secara detail, Geoffrey Samuel membahas
tentang hal ini sebagaimana tampak dalam Skema.*®

Perbandingan hukum metodologis fokus pada aspek teknis
perbandingan, termasuk peran fungsional, subyek kajian, dan cara

mengkomparasikan. Fungsio e membahas tujuan dan ruang

lingkup perbandingan, umum maupun spesifik.
kum secara luas untuk
meningkatkan persamaan antara
menggunakan

ukum sebagai alat untuk mencapa

usulan perubahan konkret untuk

data hukum,

jawaban, (7) m i sip hukum, dan (8)
menyusun kesimpulan riset. Kajian sistemik mencakup perbandingan
yang lebih luas, termasuk unsur substansi, struktur, dan kultur

hukum, dan sering melibatkan pendekatan multidisipliner seperti

16 Lukito, Ratno. Hukum Perbandingan: Debat Teoritis dan Metodologi. jil. 1.
Tidak cat. 1. Pers. Universitas Gadjah Mada, 2016.
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sosiologi dan antropologi. Berbeda dengan kajian sistemik yang
komprehensif, kajian substantif fokus pada aturan hukum dan
memerlukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan latar

belakang sosial, politik, dan b a.t’

F. Penelitian Yang Releva

1. Penelitian Terdahul
Tabel 1.1

Penelitian yang relevan

Metode Penelitian dan Hasil
dan Rumusan elitian
Masalah

Kewenangan - Jenis  Penelitian kewenangan
I Normatif

Mahkamah Konstitusi

Dalam Memutuskan - Bagaimanakah jan tersebut

Pembubaran Partai analisis kewenangan ilkan terkait

Politik Ditinjau Dari Mahkamah Konstitusi
Pasal 24c Ayat (1)

UUD 1945.

alam  pembubaran
partai politik dan
prosedur dalam
beracara untuk

dalam memutus

7 Ibid., h. 276

18 Artikel Skripsi. Lalenoh, H. H. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945”. (Lex
Administratum, 2019) 6(4).
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pembubaran  partai | memutus
politik ? pembubaran  partai
politik diberikan
secara konstitusional
kepada Mahkamah
Konstitusi.

Mekanisme Teori  Negara
Pembubaran i um dan teori
Partai Politik di angan hukum
Indonesia®®

J)embubaran  part i tata
politik di Indonesia atau
Dan bagaimana akibg
okum- pembubara i I Mahkamah
partai politik?

| .

Siyasi Partilerin Dalma

Durumunun Tespit

Edilmesi Anayasa“{"Bagaimana N
Mahkemesi Mahkamah Konstitusi | ~ Penelitian tersebut
Tarafndan® Turki  Menentukan menghasilkan

mengenai  Deteksi

19 Art Vikel Limbong, R. H., Suryawan, I. G. B., & Sutama, I. N. “Mekanisme
Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”. (Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 2020) 239-243.

20 Jurnal Giiler, F. “Anayasa Mahkemesi Tarafindan Siyasi Partilerin Dagilma
Durumunun Tespit Edilmesi”. (Anadolu Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, 7(2), 2021)
293-306.
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(Mahkamah Konstitusi | Status Partai Politik | Status Pembubaran

Tetapkan Status | yang Dibubarkan? Partai Politik

Pembubaran Parpol) Mahkamah
Konstitusi pada
periode ketika

reformasi  Undang-
Undang Partai Politik

Siyasi Parti Kapatma - Teori kewenangan
Davalarinin Hukuki

Niteligi. %

(Sifat Huku
Penutupan
Politik)

akibat
kan ini
ridentifikasi

erupakan ketentuan

ari undang-undang
yang menetapkan
bahwa partai tersebut
tidak bisa mengikuti
pemilu.

2 Jurnal Oztiirk, I., & Siimer, A. E. “Siyasi Parti Kapatma Davalarimin Hukuki
Niteligi”. (Istanbul Hukuk Mecmuasi, 79(4), 2021) 1323-1356.
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Avrupa insan haklari | - Jenis Penelitian | - Teori HAM dan
mahkemesi'nin Normatif. filosofi otoritas
hukum.

vaklagimi, siyasi
partilerin kapatilmasi,

ve22. - penelitian tersebut

menghasnkan

(Penutupan yang
politik di Turki oleh
pendekatan pe Hak
hak  asasi Manusia
eropa) erkait partai
Jan hak-hak

dengan

G. Metode Penelitian

yuridis

normatif (Leg ntuk meneliti dan

mengkaji tentan asas hukum, aturan,
doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakan lainnya guna menjawab

permasalahan hukum.?

22 Jurnal Haznedar, E. “Tiirkiye 'de Siyasi Partilerin Kapatilmasi Ve Avrupa Insan
Haklari Mahkemesi’'nin Yaklasimi.” (Akdeniz Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi,
13(1), 2023) 339-358.

23 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Pt. Raja Grafindo
Persada, 2007), 27.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

ute Aproach)®*, pendekatan

peraturan i an  hukum

endekatan ini
kan kewenangan konstitusi di
partai politik

ai politik.”

nder
formasi
hukum tercantu

a. Bahan Hukum

24 peter Mahmud Marzuki.”Penelitian Hukum.” (Jakarta: Kencana, 2014), Hal
181.

% Hadisuprapto, Paulus. Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya). INOVATIF|
Jurnal llmu Hukum, 2010, 2.4.

%6 |ukito, Ratno. Hukum Perbandingan: Debat Teoritis dan Metodologis. Jil. 1.
Tidak. Cat. 1. Pers Universitas Gadjah Mada, 2016.
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Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum resmi
yang selanjutnya digunakan sebagai landasan hukum yang
mengikat; di Indonesia dan Tiirkiye, contoh sumber daya hukum
primer adalah :

1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Undang-Undang No 24@Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

3) Undang-unda erubahan atas undang-

5) Tu yeti Anayasasi 1

6) M i 2820 sayili Siyasi i unu’nda yer
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b. Bahan Hukum Sekunder
Informasi hukum sekunder yang digunakan dalam kajian
berikut ini antara lain berasal dari teori, penilaian hukum, buku-

buku hukum, kamus hu majalah hukum, doktrin, atau

jawaban terhadap put n. sebagai panduan bagi para
a perlukan dan sebagai

hukum mendasar.

engumpulan bahan hukum mel kan beberapa

langkah dengan inventaris, sistematisas n klasifikasi

ataupun orisasi.?’Ini adalah proses inventaris tika literatur,

undang- g, dan peraturan yang relev dikumpulkan.

Sistemati berarti diatur secara sistematis. Pe longan bahan

hukum eraturan perundang-undangan ya esuai adalah

langkah ifikasi . ataupun Kkategorisasi  bah ukum guna

ai, maka
Teknik analisis yang tu analisis prespektif
dengan menggunakan logika penalaran deduktif.?® Pola penalaran

deduktif ini adalah dari renungan teoritis kemudian juga mengamati

2" Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum ~ (Mataram: Mataram University Press,
2020), 67.

28 Suteki Dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori
Dan Praktik ” (Depok: Rajawali Pers, 2020), 267.
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empiris Setelah itu, uji hipotesis kemudian kumpulkan data yang
mendukungnya guna mengembangkan kesimpulan yang berkisar dari
umum hingga khusus.

H. Sistematika Penulisan

Pada rencana ini akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif

serta disajikan lebih variatif ya rbentuk karya ilmiah skripsi ini,

yang selanjutnya akan me a bab, lebih jelasnya penulis

kegunaan ian, penelitian yang relevan; angka teori,
metodologi itian, dan sistematika penulisan.

BAB ndasan Teoritis, bab ini berisi land teroritis yang
memaparka i enangan dari
Mahkamah

BAB penulis akan

bagaimana perband i tik di Indonesia dan
turki dan perbandingan akibat hukum di negara Indonesia dan negara
Turkey.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan
sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab

sebelumnya, dan serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak
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yang terkait dan litimasi ataupun batasan penelitian yang dilakukan

peneliti.

~\v/7



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Pembubaran partai politik di Indonesia dan Turkey. Perbandingan
kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik
di Indonesia dan Turki terdapat kesamaan fungsi mahkamah
konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk
membubarkan partai politik. Di Indonesia, terdapat Mahkamah
Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003 sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal
24c.Sementaraitu, di Turki, kewenangan mengatur tentang konstitusi
berada pada Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Turkiye
Cumhuriyeti Anayasasipasal 146-153. Baik di Indonesia maupun di
Turki, pembubaran partai politik dilakukan berdasarkan hukum yang
mengatur. Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia
hanya oleh pemerintah sedangkan di Turkiye bisa dilakukan oleh
jaksa penuntut umum. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dapat
membubarkan partai politik atas permohonan pemerintah dengan
alasan yang berkaitan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan
kegiatan partai tersebut. Di Turki, partai politik yang menerima
bantuan keuangan dari negara asing atau badan hukum non-Turki
dapat ditutup secara permanen.

Akibat Hukum dibubarkannya Partai politik di Indonesia dan
Turkey. Dalam pembubaran partai politik, konsekuensi hukumnya

juga diatur. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Peraturan

20
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Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 pasal 10 ayat 2 yang
melarang hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbolnya
di seluruh Indonesia. Sementara di Turki, pasal 98 Undang-Undang
Partai Politik menyatakan bahwa harta kekayaan partai yang ditutup
akan dialihkan ke kas negara, dan anggota partai yang menyebabkan
penutupan tidak dapat menjadi anggota atau pengurus partai lain
selama lima tahun. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Turki
memiliki lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan dan
pemantauan terhadap partai politik serta mengatur pembubaran partai

politik sesuai dengan hukum yang berlaku.

= )

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan kepada
Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, dan Masyarakat tentang sistem
pembubaran partai politik dan akibat hukumnya. Dengan adanya
Mahkamah Konstitusi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi
dalam pemikiran tentang hukum ketatanegaraan di kedua negara
tersebut, dan dalam partai politik diharapkan memberikan wawasan
tentang tingkah laku partai politik agar terhindar dari pembubaran
dan memberikan wawasan terkait dengan prosedur pembubaran
partai politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pembubaran

partai politik di Indonesia dan Turkiye.
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